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Nama : ANDINI WINARIANTI 
NIM : 90300116025  
Judul Skripsi : Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan 
Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Alokasi Dana 
Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Pakatto Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa.  
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan studi yang mengkaji 
efektivitas Alokasi Dana Desa. Penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 
wawancara. Penelitian ini berfokus pada obyek tertentu yang mempelajarinya 
sebagai suatu kasus. Metode studi kasus memastikan bahwa peneliti tetap holistik 
dan signifikan. 
Hasil penelitian Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto, dalam 
proses pengelolaannya terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan Alokasi Dana 
Desa di Desa Pakatto sudah dikatakan efektif dimana dalam kegiatan 
musrembangdes tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat penyampaian pendapat 
telah meningkat, pelaksanaan masih kurang efektif karena belum adanya 
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, 
dan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto masih 
dikatakan belum efektif karena masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi terkait 
pembangunan yang dilakukan di desa. 








A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini pemerintah terus meningkatkan pelaksanaan pembangunan 
nasional untuk menciptakan laju pembangunan daerah dan laju pembangunan 
pedesaan dan perkotaan agar lebih seimbang dan harmonis. Namun, pembangunan 
nasional dalam implementasinya masih adanya masalah ketimpangan 
pembangunan antara kota dengan desa di Indonesia.  
Pembangunan nasional terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945 untuk menciptakan 
kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, 
dengan adanya pembangunan secara tidak langsung akan mengarah pada intensif 
dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi, terutama di semua bidang 
kehidupan masyarakat.1 
Dengan adanya otonomi desa berarti memberi desa wewenang untuk 
menangani dan menggunakan sumber daya daerah dengan sebaik-baiknya. 
Meskipun fokus otonomi adalah di tingkat kabupaten/kota, namun  sebenarnya 
harus dimulai di tingkat terendah pemerintah, yaitu di desa. Selama periode ini, 
pembangunan desa masih sangat tergantung pada pendapatan asli desa dan 
bantuan masyarakat, dan anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah 
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Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang”. Jurnal Administrasi 





kabupaten/kota melalui APBD kabupaten/kota sehingga dalam melakukan 
pembangunan infrastruktur atau sumber daya manusia dianggap kurang efektif.2 
Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan adalah pembangunan 
infrastruktur yang kurang berkembang yang mengarah pada keterbatasan 
masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika 
memasuki era modernisasi. Infrastruktur jalan yang tidak memadai akan 
menghambat kegiatan dalam aspek ekonomi, karena jalan adalah akses fisik atau 
penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, 
jalan adalah alat transportasi penting jika dilihat dari segi fungsinya. Jalan sebagai 
penghubung antar wilayah (desa) juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi 
perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, 
pemerintah telah mencanangkan program dalam bentuk pembangunan 
infrastruktur di daerah pedesaan, sehingga aspek fisik dapat memperlancar 
kegiatan masyarakat khususnya aspek ekonomi.3 
Dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang menyatakan bahwa 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini 
                                                             
2 La Sumianto, “Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan 
Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi”. Jurnal 
Studi Kepemerintahan Vol. 3 No. 2, September 2018, hal. 34. 
3 Ritonga, F. A. Skripsi. “Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah 





mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan 
mengatur urusan pemerintahan desa serta melibatkan masyarakat dalam proses 
perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan di desa.4 
Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 
2014 Pasal 72 ayat 2 tentang Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil bisnis, aset, 
swadaya dan partisipasi, kerjasama, dan pendapatan asli Desa lainnya; Alokasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; beberapa pajak daerah dan retribusi 
daerah Kabupaten atau Kota; Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari 
dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota; Bantuan keuangan dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten atau Kota; sumbangan tidak mengikat dan hibah dari 
pihak ketiga; dan pendapatan Desa lainnya yang sah.5 Undang – Undang tersebut 
merupakan salah satu komitmen untuk menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan 
masyarakat. Pembangunan di desa-desa merupakan salah satu cara yang 
digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat 
desa yang tertinggal.  
Alokasi Dana Desa adalah dukungan bantuan langsung dari pemerintah 
yang merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya 
memperbaiki dan meningkatkan desa dengan mendukung peningkatan 
infrastruktur fisik desa. Diharapkan dengan adanya dukungan ini, standar 
kehidupan di masyarakat desa dapat meningkat di mana setiap masyarakat desa 
                                                             
4 Amelyana Agustin dan Sjamsiar Sjamsuddin dan Ratih Nur Pratiwi, “Efektivitas Dana 
Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang”. Jurnal Administrasi 






berpartisipasi dalam pembangunan desa. Alokasi Dana Desa juga digunakan 
untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk kehidupan masyarakat yang lebih 
mandiri.6 
Dana desa sendiri diarahkan untuk pengembangan dan pemeliharaan desa 
seperti pembangunan jalan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana 
pendidikan dan budaya, sarana dan prasarana ekonomi produktif seperti pasar 
desa, lumbung desa, proses pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak.  
Pencapaian sistem pemerintahan desa dapat dilihat dari hasil 
pembangunan fisik serta administrasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan 
pemerintahan desa. Adanya Peraturan Pemerintah mengenai dana desa melalui 
kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi pendorong program 
pemerintahan desa dengan melibatkan swadaya masyarakat sehingga masyarakat 
dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa di 
bidang pembangunan khususnya pembangunan fisik desa diprioritaskan untuk 
mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan 
masyarakat dan peningkatan pelayanan masyarakat. 
Provinsi Sulawesi Selatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) No. 56 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Wilayah Administrasi 
Pemerintahan dikatakan bahwa Sulawesi selatan termasuk dari 34 (tiga puluh 
empat) Provinsi di Indonesia. Di Provinsi ini terdapat sebanyak 2.255 (dua ribu 
dua ratus lima puluh lima) desa, 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) kelurahan, 
                                                             
6 Shub’hi, B. D. G., Afifuddin, A., & Widodo, R. P. “Peranan alokasi dana desa (ADD) 
dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan desa (studi di kantor desa Sumbersekar, 





3017 (tiga ratus tujuh) kecamatan yang terdapat di 21 (dua puluh satu) kabupaten 
dan 3 (tiga) kota, dimana salah satunya adalah Kabupaten Gowa.  Jumlah 
penduduk di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 mencapai 735.493 jiwa, yang 
terdiri dari 361.814 jiwa laki-laki dan 373.679 jiwa perempuan, dan secara 
administrasi pemerintahan Kabupaten Gowa terbagi menjadi 18 (delapan belas) 
kecamatan, 121 (seratus dua puluh satu) desa dan 46 (empat puluh enam) 
kelurahan.7 
Tabel. 1.1 : Rincian Alokasi Dana Desa untuk Masing-Masing Kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam APBN T.A 2019 
No Nama Daerah 
Dana Desa 
(Dalam Rupiah) 
1 Kab. Bantaeng 45.639.495 
2 Kab. Barru 49.331.603 
3 Kab. Bone  337.332.552 
4 Kab. Bulukumba  108.344.633 
5 Kab. Enrekang  115.526.328 
6 Kab. Gowa  147.622.452 
7 Kab. Jeneponto  106.818.350 
8 Kab. Luwu  195.242.489 
9 Kab. Luwu Utara  174.756.329 
10 Kab. Maros  86.296.412 
11 Kab. Pangkajene dan Kepulauan  71.198.484 
12 Kab. Luwu Timur  116.788.775 
13 Kab. Pinrang  67.521.173 
14 Kab. Sinjai  70.834.464 
15 Kab. Kepulauan Selayar  82.222.354 
16 Kab. Sidenreng Rappang 65.498.274 
17 Kab. Soppeng  52.014.824 
18 Kab. Takalar 80.246.588 
19 Kab. Tana Toraja  124.964.994 
20 Kab. Wajo 119.030.097 
21  Kab. Toraja Utara  133.918.314 
Sumber : Kemendagri Tahun 2019 
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Penyaluran dana Desa di Kabupaten Gowa yang bersumber dari APBN 
telah memiliki banyak payung hukum. Diantaranya Peraturan Bupati Gowa 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017, 
menjelaskan bahwa : 70% (tujuh puluh perseratus) Alokasi Dana Desa (ADD) 
dibagi secara merata kepada seluruh desa atau sebagai alokasi dasar dan 30% (tiga 
puluh perseratus) Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi secara berkeadilan kepada 
masing-masing Desa atau sebagai alokasi formula yang dihitung dengan 
memperlihatkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks 
kesulitan geografis desa di Kabupaten Gowa.8 
Dimana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gowa T.A 2019 ditetapkan 
sebesar 147.622.452.000,00 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus dua 
puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dialokasikan secara 
langsung kemasing-masing desa di Kabupaten Gowa dan khusus untuk Desa 
Pakatto mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar 2.344.919.791,00 (dua milyar 
tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus 
sembilan puluh satu rupiah), nominal tersebut berdasarkan laporan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019. 
Jumlah dana desa yang diterima dapat menimbulkan masalah yang 
mengkhawatirkan banyak pihak. Kita ketahui, dana desa digunakan untuk 
pembangunan pedesaan dan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah 
pedesaan, tetapi dikhawatirkan dana ini akan menjadi lahan bagi pejabat desa 
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untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat kita lihat dari berita banyaknya Kepala 
Desa yang ditangkap atas penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana 
yang diselewengkan sebagian besar dari dana untuk pembangunan desa. Untuk itu 
pemerintah daerah terus mengawasi dan melakukan pembinaan agar Alokasi Dana 
Desa (ADD) dapat teralokasi dengan baik sehingga pembangunan dapat dilakukan 
dengan optimal. 
Tabel 1.2 Daftar Kegiatan Prioritas Desa Pakatto Tahun 2019 
No Bidang Kegiatan 
Alokasi Dana Desa 
(Dalam Rupiah) 
1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa  724.758.570 
2 Pembangunan Desa 1.497.110.075 
3 Pembinaan Kemasyarakatan  51.719.134 
4 Pemberdayaan Masyarakat  82.750.000 
5 Bidang Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat, dan Mendesak 
Desa  
3.000.000 
 Jumlah 2.359.337.779 
Sumber : APBDes Desa Pakatto Tahun 2019 
Jika dilihat dari tabel diatas nampak adanya defisit anggaran dari APBDes 
yang diterima di desa Pakatto olehnya itu desa Pakatto menerima pembiayaan 
sebesar 14.417.988,00 (empat belas juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan 
ratus delapan puluh delapan rupiah). Nampak adanya pembangunan fisik desa 
yang di lakukan seperti pembangunan drainase, sumur bor, sirtu dan  pembuatan 
paving blok melalui Pengalokasian Dana Desa di Desa Pakatto. Namun, 
keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap desa menjadi 
penghambat proses pembangunan yang akan dilakukan oleh desa, belum adanya 





serta kurangnya peran Sumber Daya Manusia didalamnya sehingga pembangunan 
fisik belum efektif.  
Berdasarkan permasalahan dan kenyataan diatas, diharapkan seluruh 
pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa khususnya 
Pembangunan Fisik, karena pembangunan ini merupakan salah satu kekuatan 
pendorong perekonomian desa. Peningkatan ini diharapkan dapat mengurangi 
kesenjangan pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, judul 
penelitian ini adalah : “Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan 
Pembangunan Fisik di Kabupaten Gowa”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian menurut Idrus (2009:48) merupakan 
serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk 
menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya. Menurut Idrus, dalam 
penelitian kualitatif, rumusan masalah dikenal dengan istilah fokus penelitian, dari 
fokus inilah kemudian peneliti menurunkan pertanyaan penelitian yang  
ingin ditelitinya. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait fokus dan berlandaskan 
judul penelitian yang akan dilakukan adalah Bagaimana Efektivitas Alokasi 
Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Pakatto 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa? Rumusan Masalah tersebut 





dilapangan. Rumusan masalah merupakan salah satu pelayanan yang akan 
diberikan jawabannya melalui pengumpulan data. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Alokasi Dana 
Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Pakatto Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagi Pemerintah Desa Pakatto Kecamatan   Bontomarannu Kabupaten 
Gowa dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD), dapat 
dijadikan sebagai bahan informasi dalam Pengalokasian Dana Desa. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, dapat menambah dan memperluas khazanah 
keilmuan. 
3. Bagi penulis, memberikan kontribusi untuk memperluas cakrawala 
berpikir ilmiah dalam disiplin ilmu untuk yang penulis tekuni. 








A. Konsep Efektivitas 
Efektivitas berasal dari kata Efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesai, kata efektif memiliki arti efek, akibat, hasil atau pengaruh. Oleh karena 
itu, efektivitas adalah keaktifan, kegunaan, kesesuaian dalam suatu kegiatan 
dengan sasaran yang dituju. Efektivitas ditujukan untuk mencapai hasil yang 
terkait dengan efisiensi, meskipun ada perbedaan diantara keduanya. Istilah 
efektivitas atau keefektifan adalah terjemahan dari istilah “effectifines” yang 
dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia berarti sukses. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Efektivitas didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki dampak 
(efek, pengaruh, akibat) dan dapat membawa hasil, berguna (tindakan) dan juga 
berarti berlaku (untuk Hukum/Peraturan).9  
Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, tingkat orang 
yang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Suatu pekerjaan dapat 
dikatakan efektif jika dapat diselesaikan dengan perencanaan baik waktu, biaya 
dan kualitas.10 Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya menyatakan bahwa 
efektivitas merupakan kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan 
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Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan”. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 
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10 Masruri, “Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010)”. 





program atau operasi misi) daripada organisasi atau sejenisnya.11 Makmur 
menjelaskan indikator efektivitas dalam berbagai kriteria efektivitas, sebagai 
berikut : 
1. Ketepatan Waktu 
Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan 
dalam organisasi, tetapi juga dapat menyebabkan kegiatan organisasi gagal. 
Menggunakan waktu yang tepat dapat menciptakan suatu efektivitas dalam 
mencapai tujuan yang telah ditentukan.  
2. Ketepatan Perhitungan Biaya 
Sehubungan dengan ketepatan dalam penggunaan biaya, yaitu sampai 
suatu kegiatan diimplementasikan dan diselesaikan dengan baik, tidak ada 
kekurangan atau sebaliknya penggunaan biaya secara berlebihan. Dapat pula 
diartikan sebagai akurasi dalam mengidentifikasi unit biaya yang merupakan 
bagian dari kegiatan.  
3. Ketepatan dalam Pengukuran 
Ketepatan dalam Pengukuran adalah gambaran efektivitas kegiatan yang 
merupakan tanggung jawab organisasi.  
4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan  
Menentukan Pilihan bukanlah masalah yang mudah, dan juga bukan hanya 
dugaan, tetapi juga melalui proses yang terbaik diantara yang terbaik dan yang 
                                                             
11 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaharuan, 





terjujur diantara yang jujur, atau yang terbaik dan jujur diantara yang baik  
dan jujur. 
5. Ketepatan Berpikir 
Ketepatan berpikir akan menciptakan efektivitas sehingga kesuksesan 
yang diharapkan dalam melakukan kerja sama dapat memberikan hasil  
yang maksimal.  
6. Ketepatan dalam Melakukan Perintah 
Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuan seorang 
pemimpin, yang salah satunya dapat memberikan instruksi yang jelas dan mudah 
dipahami oleh bawahan. Jika perintah tidak bisa dipahami dan dimengerti maka 
akan mengalami kegagalan yang akan membahayakan institusi. 
7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan 
Ketepatan dalam menentukan tujuan adalah kegiatan organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan akan sangat 
mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan untuk  
jangka panjang.  
8. Ketepatan Sasaran 
Menetapkan sasaran yang tepat baik secara individu maupun organisasi 
sangat menentukan keberhasilan kegiatan organisasi. Sebaliknya, jika tidak tepat 
pada sasaran, maka akan menghambat kegiatan organisasi.12 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya tujuan yang 
telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang 
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diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas dilihat dari berbagai sudut 
pandang dan dapat dievaluasi dengan berbagai cara dan berkaitan erat  
dengan efisiensi.13 
Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional 
dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif. Efektivitas dapat diartikan 
sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat 
melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang telah 
ditentukan sebelumnya.14 
Secara umum, kriteria keberhasilan yang paling efektif adalah : 
1. Keberhasilan Program 
2. Keberhasilan Sasaran 
3. Kepuasan terhadap Program 
4. Tingkat Input dan Output 
5. Pencapaian Tujuan secara Menyeluruh.15 
Secara umum, efektivitas terkait dengan efisiensi dalam mencapai tujuan 
individu, kelompok dan organisasi. Menurut Gibson ada 2 pendekatan untuk 
mengevaluasi efektivitas sesuai dengan teori sistem dan tujuan. Berdasarkan 
pendekatan tujuan, perumusan dan pengukuran efektivitas melalui realisasi tujuan 
ditentukan melalui upaya kolaboratif. Sedangkan pendekatan teori sistem 
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14 Campbel. Riset dalam Efektivitas Organisasi. Diterjemahkan Sahat Simamora. 
(Jakarta: Erlangga, 1989).hal. 47 





menekankan pentingnya kepatuhan dengan tuntutan eksternal sebagai kriteria 
untuk evaluasi efektivitas. Gibson juga menyatakan bahwa konsep efektivitas 
organisasi harus mencerminkan (a) seluruh siklus input-proses-output, dan (b) 
hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan.16 
Mengenai keefektifan pengelolaan keuangan oleh pemerintah, Devas 
menyatakan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan dalam mengelolah dan 
mengurus keuagan yang dimiliki, sehingga program dapat direncanakan dan 
dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemerintah dengan biaya serendah mungkin 
dan waktu sesegera mungkin. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah cara 
mengukur bagaimana perusahaan dapat mengelolah keuangan, sehingga sesuai 
dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya atau ditetapkan 
sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Apabila dikaitkan dengan masalah 
pengelolaan keuangan, berarti sejauh mana pembiayaan saat ini akan dialokasikan 
untuk kegiatan pembiayaan yang direncanakan untuk mencapai tujuan.17 
 
B. Pengertian Desa 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa 
adalah unit komunitas hukum dengan batas-batas wilayah yang memiliki 
wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dengan demikian, sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia, Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat ditugaskan 
delegasi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melakukan urusan 
pemerintahan tertentu.18 
Pengertian resmi desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 
“Desa adalah daerah yang dihuni oleh beberapa penduduk sebagai kesatuan 
masyarakat, yaitu unit hukum masyarakat yang memiliki organisasi pemerintahan 
terendah dibawah 13 camat dan memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya 
sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain itu, menurut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelolah kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat di daerah kabupaten.19 
Desa adalah daerah dimana banyak orang yang saling mengenal 
berdasarkan kekebrabatan dan/atau kepentingan sosial, politik, dan ekonomi, yang 
menjadi masyarakat hukum, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan 
memiliki prosedur sendiri dengan mata pencahariannya yaitu nelayan  
dan bertani.20 
Pemerintah telah membuat peraturan terbaru tentang desa yaitu UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa. Esensi Undang-Undang yang memberikan peluang dan 
tantangan bagi desa. Tujuan dari berlakunya Undang-Undang ini adalah 
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manifestasi dari cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Sejauh ini, masalah desa adalah terbatasnya sumber keuangan untuk 
pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan berlakunya peraturan 
pemerintah No. 6 Tahun 2014 Desa, desa telah menerima alokasi dana dari 
APBN. Namun, pemenuhan kebutuhan keuangan belum dapat membuat kemajuan 
yang besar bagi masyarakat desa.21 
Luasnya kewenangan desa dan besarnya anggaran dana yang diberikan 
berpotensi menyebabkan inefisensi dan efisiensi, mengingat terbatasnya sumber 
daya manusia di desa tersebut. Hal ini perlu dievaluasi dan diantisipasi oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 
kemasyarakatan. Otoritas desa termasuk otoritas berdasarkan hak asal usul, 
otoritas desa skala lokal, otoritas yang ditunjuk pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.22 
 
C. Alokasi Dana Desa 
1. Pengertian Alokasi Dana Desa  
Untuk menggerakan roda pembangunan di desa yang memerlukan 
partisipasi masyarakat. Khususnya mengenai perencanaan pembangunan di desa 
hendaknya disesuaikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga berbagai 
                                                             
21 Helmi Pandawa, “Efektivitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun dan Dana Desa 
dalam Membangun Desa di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan 
Utara”. Jurnal Renaissance, Vol. 2 No. 02, 2017, hal. 227 
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kegiatan pembangunan lebih akuntabel dan tepat sasaran serta dapat 
diadministrasikan secara lengkap.23 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa 
dan peraturan Bupati Gowa yang berkaitan dengan pemerintahan Desa atau 
Kelurahan dengan maksud agar dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa 
tidak melanggar ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku. 
Alokasi Dana Desa adalah suatu bentuk hubungan keuangan antara 
pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk merumuskan hubungan 
keuangan yang sesuai, wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa harus 
dipahami. Persiapan otoritas desa adalah pelaksanaan program desentralisasi dan 
otonomi. Dengan desentralisasi dan otonomi desa, desa membutuhkan dana untuk 
menggunakan kekuasaan yang didelegasikan kepada desa.24 
Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang 
diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 
No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 
menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang 
diperoleh dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah paling sedikit 10% 
untuk desa. Alokasi Dana Desa berasal dari formulasi DAU dengan beberapa 
rekomendasi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, 
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desentralisasi, nono-diskriminasi, transparansi, kesederhanaan dan semangat 
untuk mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diakui  
secara fundamental.25 
Pemerintah berharap bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa Dapat 
mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat untuk 
memperkuat masyarakat pedesaan dengan mempertahankan pembangunan 
berkelanjutan di desa. Dengan Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian dana 
untuk melanjutkan pembangunan tanpa harus menunggu terlalu lama untuk 
mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. 
2. Tujuan Alokasi Dana Desa 
Alokasi Dana Desa adalah dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten kepada desa memiliki maksud dan tujuan. Maksud dari pemberian 
Alokasi Dana Desa kepada desa yaitu untuk membiayai program pemerintah desa 
dalam berbagai kegiatan dan pemberdayaan masyarakatnya. Adapun tujuan 
utamanya yaitu untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sehingga tercipta 
pelayanan umum dengan standar pelayanan yang sama dan mampu 
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Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk : 
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan 
pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangannya; 
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara 
partisipatif yang sesuai dengan potensi desa; 
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan 
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; 
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.27 
 
D. Pembangunan Fisik 
Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses perubahan yang 
dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang 
bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan 
dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, 
makmur dan merata material atau spiritual berdasarkan pancasila.28 
Pembangunan adalah konsep normatif yang menyiratkan pilihan tujuan 
untuk mencapai apa yang disebut realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak 
sama dengan modernisasi, jika diperkuat pembangunan adalah upaya untuk 
meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat.  
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Pembangunan desa dilakukan untuk menyeimbangkan antara pemerintah 
dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana dan 
prasarana, selebihnya berdasarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. 
Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang 
terintegrasi dengan masyarakat.29 Pembangunan desa dapat dilihati dari berbagai 
aspek, yaitu sebagai suatu proses, suatu program, dan suatu gerakan, sebagaimana 
pendapat ahli berikut ini : 
1. Sebagai suatu proses yang memperhatikan jalannya proses perubahan 
yang dihasilkan dari gaya hidup yang lebih maju/modern. Sebagai 
suatu proses, pembangunan desa lebih menekankan pada aspek-aspek 
perubahan, baik secara sosial maupun psikologis. Hal ini terlihat dari 
perkembangan standar hidup masyarakat dengan memperhatikan 
masalah perubahan sikap dan perubahan lain yang akan berubah 
menjadi penelitian dan pendidikan yang lebih baik secara sistematis. 
2. Sebagai suatu metode yang mengupayakan untuk masyarakat 
mempunyai keterampilan. Pembangunan desa juga merupakan suatu 
metode untu mencapai pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan 
untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
pancasila dan UUD 1945. 
3. Sebagai suatu program yang meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memperhatikan kegiatan-
kegiatan dibidang-bidang tertentu seperti pendidikan, pertanian, 
                                                             





kesehatan, koperasi, industri rumah tangga, perbaikan rumah dan 
lainnya. 
4. Sebagai suatu gerakan, pada dasarnya semua gerakan atau kegiatan 
pembangunan diarahkan ke desa. Sebagai gerakan pembangunan desa 
diupayakan terwujudnya masyarakat yang sejalan dengan cita-cita 
bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan 
sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 
Sebagaimana dijelaskan diatas pembangunan desa mencakup berbagai 
aspek dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat desa, pemerintah 
daerah dan seluruh masyarakat.30 
Oleh karena itu, agar semua kegiatan program saling mendukung dan 
efektif serta efisien dan berjalan sesuai rencana, harus ada koordinasi antara 
pemerintah pusat dan daerah serta desa sebagai lokasi pembangunan. Masalah 
pembangunan pedesaan adalah rendahnya tingkat aset yang dikendalikan oleh 
masyarakat desa dan masih rendahnya akses masyarakat desa ke sumber daya 
ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan 
teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya 
tingkat pelayanan sarana dan prasarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di 
desa yang kebanyakan lembaga berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya 
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organisasi berbasis masyarakat, koordinasi lintas sektoral yang lemah dalam 
pembangunan pedesaaan.31 
Oleh karena itu, sasaran yang dapat dicapai dalam pembangunan desa 
adalah : 
1) Meningkatkan layanan pertanahan dan menangani masalah pertanahan 
dibawah yurisdiksi kabupaten. 
2) Memperkuat manajemen dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk 
menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif  
dan berkelanjutan. 
3) Meningkatkan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat. 
4) Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan 
daerah perbatasan. 
5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah. 
6) Meningkatkan ekonomi regional dan menghilangkan ketidaksetaraan 
antar daerah untuk kesejahteraan masyarakat.32 
Desa harus menerapkan prinsip transparansi dan melibatkan masyarakat 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan dalam 
pelaksanaan pembangunan desa. Dalam kontek UU desa, siklus pembangunan 
desa mencakup 3 (tiga) tahapan penting yaitu :  
1. Perencanaan 
Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep pembangunan desa 
dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan 
                                                             






adalah bahwa desa harus merujuk pada perencanaan kabupaten/kota dalam 
perencanaan pembangunan. Ini diatur dalam UU desa, khususnya pasal 79 dan 80. 
Dalam pasal 79, UU desa menyatakan : 
1) Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan sesuai dengan 
kewenangan dengan mengajukan permohonan perencanaan zonasi 
kabupaten/kota. 
2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur secara berjangka meliputi : 
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun. 
b. Rencana Pembangunan Tahunan desa atau Rencana Kerja 
Pemerintah Desa, yang merupakan jabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. 
3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
Peraturan Desa. 
4) Peraturan Desa tentan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen 
perencanaan di Desa. 
5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desan dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran 





6) Program pemerintah berskala lokal desa dikoordinasikan dan 
didelegasikan pelaksanaanya kepada desa. 
7) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan 
pembangunan kabupaten/kota. 
Dalam UU desa, untuk memenuhi prinsip demokrasi, kemandirian 
kesetaraan, partisipasi, dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak 
hanya mengembangkan konsep top-down tetapi juga konsep desa membangun. 
Konsep desa membangun memberikan prioritas pada negosiasi desa untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini dijelaskan dalam Pasa 80 UU desa :  
1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
79 dibuat dengan mengikutsertakan masyarakat desa. 
2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa berkewajiban 
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa 
dalam persiapan perencanaan pembangunan desa. 
3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menentukan 
prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa didanai 
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat 
desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota. 
4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), prioritas, program, kegiatan dan 
kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian 





a. Peningkatan kualitas dan aksess ke pelayanan dasar. 
b. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal  
yang tersedia. 
c. Perkembangan ekonomi pertanian yang efisien. 
d. Pengembangan dan penggunaan teknologi yang tepat untuk 
kemajuan ekonomi. 
e. Untuk meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman 
masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.33 
2. Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan 
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang banyaknya 
penggunaan keuangan desa. Pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 
menunjukkan bahwa pengeluaran desa yang ditentukan dalam APBDesa 
digunakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Sedikitnya 70% anggaran desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaran 
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan 
Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
b. Maksimal 30% dari total anggaran belanja desa digunakan untuk 
penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
                                                             





Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan 
Permusyawaratan Desa dan Intensif Rukun Warga dan Rukun Tetangga. 
c. Dari Passal ini, dapat dilihat bahwa pembiayaan desa terbatas tidak hanya 
untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan 
Desa, Pembiayaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat tetapi 
juga digunakan untuk intensif bagi Perangkat Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 
d. Dalam menjalankan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator 
kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa atau elemen masyarakat 
desa. Pelaksanaan kegiatan harus memprioritaskan penggunaan Sumber 
Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di desa dan memperkuat swadaya 
dan kerjasama masyarakat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 121 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. 
e. Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau 
disebut dengan istilah pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan 
pedesaan adalah kombinasi dari pengembangan partisipatif dan 
pendekatan pembangunan antar-desa, yang dilakukan sebagai upaya untuk 
mempercapat dan meningkatkan kualitas layanan, pengembangan dan 
penguatan masyarakat pedesaan. Upaya pembangunan pedesaan dapat 
dilakukan secara botton up dengan saran dari Kepala Desa kepada 






Saat melakukan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa 
menerima bantuan secara bertahap. Secara teknis, bantuan diberikan oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga 
pendamping profesional, staf pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga 
yang dikoordinasikan oleh camat di wilayah desa. Ketentuan pendamping untuk 
masyarakat dan pemerintah desa diatur dalam Pasal 128-131 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 
2015 tentang pendamping desa.34 
3. Pertanggungjawaban  
Secara umum, Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan 
desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 103-104 mengatur 
prosedur pelaporan yang harus diikuti oleh Kepala Desa. Kepala Desa harus 
melaporkan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun 
berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa harus menyerahkan laporan 
pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota 
setiap akhir tahun. Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa diarahkan ke 
Bupati/Walikota, yang disampaikan melalui Camat. 
Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban untuk penggunaan 
APBDesa tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berikut ketentuan tambahan yang 
harus dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban tentang implementasi 
APBDesa : 
                                                             





a. Format laporan pertanggungjawaban untuk realisasi APBDesa 
tahun anggaran adalah valid. 
b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember  
tahun anggaran. 
c. Format laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
yang masuk ke desa. 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, terlihat bahwa laporan 
pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kepala Desa harus sepenuhnya terintegrasi, 
terlepas dari sumber pendanaan yang disediakan oleh desa. Ini berbeda dari 
peraturan sebelumnya, yang mengharuskan desa untuk menyiapkan laporan 
pertanggungjawaban tentang penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.35 
Islam telah menentukan posisi manusia baik secara individu maupun 
kelompok yaiatu sebagai khalifah dimuka bumi. Khalifah merujuk pada fungsi 
manusia dan fungsi alam semesta untuk mencapai kemakmuran. Khalifah 
bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi Allah mencakup tanggung jawab 
untuk melindungi manusia, lingkungan alam, dan kehidupan lainnya. Dalam 
konsep pembangunan, para ilmuan islam menganggap manusia bertanggung 
jawab dan berperan dalam menentukan tingkat perkembangan pembangunan. Ini 
juga sesuai dengan konsep yang menerima manusia sebagai wakil Allah, yang 
bertanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya yang diterapkan dalam 
                                                             





Islam dan dipercayakan kepadanya. Allah SWT menjelaskan dalam Q.S Al-
Baqarah/2 : 30 dan Q.S Fatir/35 : 39) 
ب   اَل َر َ ذْ ق ِ إ ة  َو َ يف لِ َخ ِض  َْر ِي اْْل ٌل ف اعِ ِي جَ ن  ِ ةِ إ كَ ِ ئ ََل َم لْ ِ َ َك ل ۖ ق وا   ُ َ ال يهَ أ ِ ُل ف عَ َْج ا ت يهَ ِ ُ ف د ِس فْ ُ ْن ي ا َم
ا َ ۖ ق َك  َ ُس ل د ِ َ ق ُ ن َو َك  ِد ْم َح ِ حُ ب ِ ب  سَ ُ ُن ن ْح َ ن َو اءَ  َم د ِ ُك ال فِ سْ يَ ِ َو َ َل إ ِي أ ا َل ن  مُ َم َ ل ونَ  عْ مُ َ ل َعْ  ت
Terjemahnya : 
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan 
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S Al-Baqarah/2: 30) 
 
هِ  يْ َ ل عَ َ َر ف َ ف ْن كَ مَ َ ۚ ف ِض  َْر ْْل ِي ا َف ف ئِ ََل مْ َخ كُ َ ل عَ ي َج ِذ َّ َو ال فْ  هُ ۖ كُ  ُ ه الْ َل وَ ُر  ُ يد ِز َ مْ ي هُ ُر فْ يَن كُ ِر ِ اف كَ
 ِ مْ إ هُ ُر ْ ف يَن كُ ِر ِ اف كَ ُ الْ يد ِز َ َل ي ۖ َو ت ا  قْ َم لَّ  ِ مْ إ ِه ِ ب  َ َر د نْ ار   لَّ ِع سَ  اَخ
Terjemahnya : 
“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. 
Barangsiapa kafir maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya 
sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah 
kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu 
hanya akan menambah kerugian mereka belaka.” (Q.S Fatir/35: 39) 
 
Sebagai Khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepada-Nya dan akan 
diganjar atau disiksa di akhirat berdasarkan perlakuan dan tindakan mereka di 
dunia.36 
UU Desa menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk mengendalikan 
pembangunan desa (downroad accountability), kontrol oleh lembaga desa dan 
pengawasan masyarakat (upward accountability). Berikut ini beberapa mekanisme 
pengawasan dan pemantauan :  
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1. Pengawasan progresif supra desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Desa dan Kementerian Keuangan (Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014). Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengawasan 
pemerintah Kabupaten/Kota dalam operasionalnya. Fungsi pengawasn 
telah didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat dan Inspektorat 
Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota 
dikomunikasikan kepada pemerintah pusat terkait dengan unsur inspeksi. 
Pengawasan pembangunan desa diteruskan ke Kementerian Desa dan 
inspeksi negara ke Kementerian Dalam Negeri.   
2. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimana 
keuangan negara yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah yang bersumber dari APBN dan APBD. Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem kontrol internal pemerintah 
memberi wewenang kepada BPKP untuk mengawasi pengelolaan 
keuangan desa. 
3. Pasal 55 dan 88 UU Desa tentang Pengawasan kinerja Kepala Desa oleh 





tanggung jawab Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang 
disampaikan melalui BPD.37 
Pembangunan adalah proses kegiatan yang akan meningkatkan 
pemberdayaan dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pengertian ini 
meliputi upaya untuk memperbaiki pemberdayaan masyarakat, bahkan sejalan 
dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi 
peningkatan pemberdayaan serta adanya partisipasi masyarakat dalam  
proses pembangunan. 
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut harus 
dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi 
juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, 
mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk 
meningkatkan taraf kehidupanya. 
Hal ini sesuai dengan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan 
pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menegakkan citra 
pemerintah daerah dalam pembangunan. 
Menurut Djiwadono tujuan pembangunan desa meliputi: 
1. Tujuan ekonomi, meningkatkan produktivitas didaerah perdesaan dalam 
rangka mengurangi kemiskinan. 
2. Tujuan sosial, mengarah pada peningkatan kesejahteraan penduduk desa. 
3. Tujuan kultural, meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaaan. 
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4. Tujuan kebijakan, menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi 
masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang upaya pembangunan. 
Sementara itu, menurut Adisasmita tujuan pembangunan adalah untuk 
menciptakan kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dengan tidak 
mengabaikan persamaan hak dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial 
secara keseluruhan atau dengan meningkatkan kualitas hidup secara multidimensi. 
Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan adalah :  
a) Pembangunan ekonomi; berfokus pada upaya untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat di berbagai kegiatan potensial. 
b) Pembangunan fisik dan sosial; memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
pendidikan, pengembangan keahlian tenaga kerja, dan meningkatkan 
kualitas fasilitas layanan dan infrastruktur. 
c) Pembangunan lingkungan; bertujuan untuk menjaga keseimbangan 
ekologis untuk menciptakan lingkungan alami yang ramah.38 
 
E. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan 
penelitian sebagai berikut: 
Abu Rahum (2015) tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis 
Kabupaten Paser” menyatakan bahwa Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) 
dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur sudah terlaksana dengan baik 
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dan berdasarkan prosedur yang ada, dan segala proses yang ada mulai dari 
perencanaan, pelaksaanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban itu 
sudah melalui prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat. 
Adapun faktor pendukung dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini 
adalah masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada sehingga jalannya 
seluruh kegiatan proses pembangunan dilakukan dengan baik. 
Noni Prihana, Dr. Yansen Siahaan, Ady Inrawan, dan Christine Dewi 
Nainggolan (2018) tentang “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 
Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas 
Kabupaten Simalungun” menyatakan bahwa pembangunan fisik Desa Karang Sari 
Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun sudah dikatakan efektif. 
Pembangunan fisik Desa Karang Sari telah dilakukan berdasarkan kesepakatan 
dan musyawarah bersama. Serta, Pengelolaan alokasi dana desa telah berdasarkan 
prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 
 La Sumianto (2018) tentang “Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Kampo Kampo Kecamatan 
Binongko Kabupaten Wakatobi” menyatakan bahwa pembangunan fisik di Desa 
Kampo-Kampo masih lambat diterapkan dengan cukup melihat realisasi 
pendapatan dan pengeluaran yang masih tersisa untuk mengusulkan rencana 
pembangunan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anggaran yang 
belum terserap dalam kegiatan pembanguan fisik sehingga angaran tiap tahun 





 Amelyana Agustin, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi (2014) 
tentang “Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo 
Kabupaten Jombang” menyatakan bahwa efektivitas dana pembangunan fisik 
Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dikatakan efektif karena 
targer dan realisasi dana yang sudah ditentukan tidak megalami pengembangan, 
akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas daya guna pembangunan 
fisik tersebut masyarakat kurang merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang  
tidak memenuhi masa yang cukup panjang tidak lebih dari satu tahun jalan 
tersebut rusak. Hambatan yang masih dihadapi dalam efekktivitas dana 
pembangunan Desa Pucangro berupa keterbatasan dana, pengusulan dana 
biasanya selain ADD sudah mengajukan banyak proposal tetapi tidak terealisasi, 
serta sebelum pengajuan dana ke pemerintah Kabupaten terlebih dahulu 
mengajukan RAP terkadang ada pelelangan harga bahan pokok bangunan. 
 Dr. Dies Nurhayati, M.Pd. (2017) tentang “Efektivitas Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat” menyatakan bahwa Pemerintah berupaya mengatasi ketimpangan 
pembangunan dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh 
perhatianbesar terhadap pembangunan desa. Alokasi Dana Desa ditujukan untuk 
pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah 
pengembangan. Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2017 yang telah ditetapkan 
dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar Rp. 60 Trilyun. Agar efektivitas pengelolaan 
alokasi dana desa tercapai, maka diperlukan adanya : (a) integritas dari Kepala 





Warga. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh 
serapan anggaran dana desa yang telah diperoleh. Salah satu contoh daerah yang 
telah memperoleh dana desa adalah Kabupaten Pasuruan, namun masih ada 
kendala-kendala yang dihadapi dalam hal serapan anggarannya. 
 Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, dan Johny Lengkong (2017) 
tentang “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan 
(Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa 
Utara)” menyatakan bahwa (1) Pencapaian tujuan dana desa dalam peningkatan 
pembangunan di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa 
Utara, sudah tercapai disebabkan pemerintah konsisten dalam musyawarah desa 
untuk pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan pembangunan desa, 
pembangunan tepat sasaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat 
terhadap pemerintah yang dinilai efektif untuk membuat masyarakat desa 
sejahtera melalui dana desa untuk peningkatan pembangunan di Desa Watutumou 
Dua. (2) Integrasi yang ada di Desa Watutumou Dua cukup baik karena 
pemerintah mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat desa 
shingga mampu mengambil simpati dari masyarakat untuk bekerja sama dan 
memberikan informasi terbaru tentang peningkatan pembangunan di Desa 
Watutumou Dua melalui dana desa. (3) Partisipasi masyarakat yang ada di Desa 
Watutumou Dua sangat tinggi dalam hal pembangunan terlebih khusus 
pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Sehingga pemerintah Desa 
Watutumou Dua tidak perlu mencari sumber daya yang ada di luar Desa 





merata. Hal itu terjadi di karenakan beberapa tempat pembangunan infrastruktur 
yang ada di Desa Watutumou Dua tidak terpasang papan proyek yang 
menandakan sumber dana yang berasal dari dana desa. 
 Yohanes Victoria Arianto dan Abd. Rohman (2018) tentang “Efektivitas 
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa” 
menyatakan bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Sumberbrantas sejauh ini sudah berjalan efektif dengan memperhatikan pedoman 
pengelolaan keuangan desa dari pemerintah Kota Batu sendiri. Tujuan dari 
penggunaan ADD di Sumberbrantas ialah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pembangunan, membiayai kegiatan pemerintah desa, sebagai 
tunjangan terhadap kinerja perangkat desa, bantuan terhadap masyarakat yang 
kurang mampu dan sedang mengalami musibah yang diberikan dalam bentuk 
Dana Sosial (Dansos), membantu membiayai kegiatan-kegiatan masyarakat desa, 
berupa pagelaran kesenian. Strategi dalam penggunaan ADD dalam pelaksanaan 
pembangunan juga sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan, sehingga jelas 
bahwa desa hanya tinggal menjalankan bersama dengan masyarakatnya. Dalam 
pelasanaannya desaa Sumberbrantas melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk 
ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan. Sebagai strategi perangkat desa membentuk 
Tim pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan di 
lapangan, yang dipilih langsung dari masyarakat. Tujuannya agar dapat 
meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan 





 Bagaskara Dwi Gaung Shub’hi, Afifuddin, dan Roni P. Widodo (2019) 
tentang “Peranan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan 
Pengembangan Desa (Studi di Kantor Desa Sumbersekar Kecamatan Dau 
Kabupaten Malang” menyatakan bahwa kebijakan dan peran ADD di Desa 
Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam peningkatan 
pembangunan dan pengembangan sudah berjalan cukup baik sesuai dengan 
peraturan yang mendasari dan sangat transparansi. Faktor-faktor penghambat 
efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan 
dan pengembangan di Desa Sumbersekar yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan 
informasi. Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses perencanaan, 
pengelolaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan yang dilaksanakan 
oleh pemerintah desa selama ini juga diatasi dengan baik sehingga tidak pernah 
mengalami masalah yang berkepanjangan. Efektivitas pengelolaan dan 
pelaksanaan ADD dalam pembangunan dan pengembangan desa bisa dikatakan 
diangka baik, mengingat bahwa berdasarkan teknik pengukuran tingkat keefktifan 
perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sudah sesuai dengan yang semestinya. 
Meskipun ada satu indikator yang kurang terlaksana secara maksimal dikarenakan 
faktor alam. Semua dana dan anggaran ADD yang telah diterima dan dikelola oleh 
Pemerintah Desa Sumbersekar sudah dikelola dengan cukup baik dan benar sesuai 
dengan aturan yang semestinya. 
 Minarni Anaci Dethan (2019) tentang “Efektivitas Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis” menyatakan bahwa mengukur 





dipertimbangkan yaitu pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat 
dikatakan efektif apabila penggunaanya sesuai dengan prioritas kebutuhan 
sehingga tujuan tersebut tercapai, ketepatan waktu, proses penyaluran dan 
penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah 
direncanakan hingga berakhirnya kegiatan, sesuai manfaat, dana desa dapat 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan hasil 
sesuai yang diharapkan masyarakat. Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan 
Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif 
berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus 
memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya 
Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan 
dapat terus dilaksanakan tanpa harus menunggu terlalu lama datangnya dana 
bantuan dari pemerintah. 
 Siti Muntahanah dan Tjahjani Murdijaningsih (2013) tentang “Efektifitas 
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten 
Banyumas” menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan 
antara pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan kepentingan masyarakat 
dengan perimbangan penggunaan 30% untuk operasional dan 70% untuk 
pembangunan fisik. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dibutuhkan 
pengelolaan yang baik, dalam hal ini akan terekam dalam pelaporan keuangan 
yang diharapkan dapat menunjang dari program-program desa. Pelaporan 
keuangan disusun secara bertahap disesuaikan dengan tahapan pencairan dimana 





penerima Alokasi Dana Desa bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan 
pelaporan keuangan Alokasi Dana Desa dan pemanfaatannya untuk kepentingan 
masyarakat. Pelaporan keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede 
dari tahun ke tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dari 9 desa 
yang menerima ADD, 7 desa sudah pada pembuatan pelaporan tahap II dalam 
rangka pencairan tahap III. Sedangkan untuk pengawasan Kecamatan Somagede 
hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi tanggung jawab sepenuhnya ada di desa 







































Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 
Pemerintah Desa 
Alokasi Dana Desa 
Peningkatan 
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Dana Desa (ADD) 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaji 
efektivitas Alokasi Dana Desa. Penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati. Salah satu jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah berupa penelitian 
dengan metode atau pendekatan studi kasus. Metode studi kasus memastikan 
bahwa peneliti tetap holistik dan signifikan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini  
adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual 
dan akurat mengenai fakta-fakta, ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang 
diteliti.39 
2. Lokasi Penelitian 
Suatu hal yang sangat penting bagi peneliti adalah menentukan lokasi 
peneltian. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Pakatto Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa. Desa Pakatto dipilih karena desa ini menjadi 
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B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data         
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber pertama 
di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer ini berupa kata-kata dan 
tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi  atau 
pengamatan lapangan secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. 
Data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. 
Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri 
atas; panduan wawancara, alat perekam, buku catatan dan kamera digital.40 
2. Sumber data 
Sumber data merupakan tempat  dimana peneliti memperoleh sebuah  data 
serta informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber data 
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan kepala desa, 
sekretaris desa, bendahara desa, kasi pembangunan, ketua BPD dan masyarakat. 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. 
Metode wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Melalui 
wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam karena peneliti 
dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti informan, peneliti dapat 
                                                             







mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, 
dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi dimasa silam dan masa 
mendatang.41 
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini semistruktur sebagai 
salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara semistruktur dilakukan dengan 
proses tanya jawab antara peneliti dengan informan yang berlangsung lebih bebas 
namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Penelitian 
dalam proses wawancara semistruktur terlebih dahulu membuat pedoman 
wawancara yang berupa pertanyaan secara garis besar untuk diajukan kepada 
informan. Alat perolehan yang digunakan oleh peneliti dalam proses memperoleh 
data adalah alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil 
wawancara.42 
 
D. Metode Analisis Data  
Efektivitas adalah kemampuan pemerintah desa untuk merealisasikan 
keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan, 
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan nilai riil potensial. 
Penelitian ini berfokus pada obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu 
kasus. Metode studi kasus memastikan bahwa peneliti tetap holistik dan 
signifikan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini  adalah untuk membuat deskriptif, 
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gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 
ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti. 
Menurut Gibson mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur 
yaitu : 
1. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai  
Kejelasan tujuan yang ingin dicapai adalah faktor yang paling penting 
untuk dipertimbangkan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa. Tujuan yang 
hendak dicapai harus memperhatikan pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa, 
mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan hingga mencapai tujuan dari 
Alokasi Dana Desa. 
2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan 
Kejelasan strategi yang digunakan untuk menggunakan Alokasi Dana 
Desa adalah penting dalam mencapai tujuannya. Tujuan dari strategi ini adalah 
untuk mengarahkan dan mengoptimalkan kegiatan program yang akan dilakukan 
oleh pemerintah desa dimasa yang akan datang untuk kesejahteraan dan 
pemberdayaan masyarakat. Perancangan strategi yang hendak dicapai tidak 
terlepas dari pihak-pihak desa untuk menciptakan keberhasilan yang diinginkan. 
Kejelasan strategi sangat penting dalam upaya melaksanakan pembangunan desa. 
Strategi adalah hal terpenting dalam pelaksanaan dan pengembangan program 








3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap 
Dalam melaksanakan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam 
pendistribusian jumlah Alokasi Dana Desa didistribusikan ke masing-masing desa 
dilihat dari rumus yang sudah ada, berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah 
dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi desa. 
4. Perencanaan yang Matang 
Perencanaan berarti menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan perencanaan penentuan 
arah dan tindakan untuk mencapai hasil sesuai dengan keinginan dan harapan oleh 
pihak yang berkepentingan. Dalam mencapai tujuan, langkah pertama yang 
diambil adalah perencanaan yang matang sebagai persiapan awal untuk 
melakukan program kedepannya. 
5. Penyusunan Program yang Tepat 
Tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pencapaian tujuan tidak akan 
terpisah dari realisasi program yang tepat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 
Penyusunan program yang tepat bertujuan untuk mencapai sasaran untuk 
memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dan pemerintah desa. 
6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana, dan 
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam 
pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan fasilitas dalam pembangunan fisik. Hal ini sangat diperlukan dalam 






7. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik 
Adapun fungsi dari pengawasan sebagai suatu pengendalian yang bersifat 
mendidik yaitu : 
1. Untuk mengevaluasi apakah pengendaliaan manajemen diterapkan 
secara memadai dan efektif. 
2. Untuk mengevaluasi apakah laporan yang dihasilkan cermat dan tepat 
mendeskripsikan kegiatan yang sebenarnya. 
3. Untuk mengevaluasi apakah setiap unit menerapkan kebijakan dan 
prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. 
4. Untuk memeriksa apakah kegiatan tersebut dilakukan secara efisien. 
5. Untuk memeriksa apakah kegiatan tersebut dilakukan secara efektif, 
yaitu apakah mencapai tujuan yang ditetapkan. 
Jadi, fungsi pengawasan adalah untuk membantu semua manajemen memenuhi 
tanggung jawab secara efektif dan efisien dengan memberikan analisis, evaluasi, 
rekomendasi, dan laporan tentang kegiatan yang diperiksa.43 
Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis 
interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga 
tahapan44, yaitu :  
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1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan lapangan. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan  
pengambilan tindakan. 
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi  
Tahap ini adalah tahap untuk menarik kesimpulan dari semua data yang 
diperoleh sebagai hasil penelitian. Kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Keadaan Geografis 
Desa Pakatto adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan 
Bontomaranu di bagian selatan Kabupaten Gowa dengan jarak ± 11 KM dari 
ibukota Kabupaten Gowa. 23 KM dari ibukota provinsi dan 2 KM dari ibukota 
Kecamatan. Luas wilayan ± 1.134 Ha denganbatas-batas wilayah sebagai berikut :  
1) Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Desa Timbuseng Kecamatan   
        Pattallassang  
2) Sebelum Timur  : Berbatasan dengan Desa Nirannuang  
3) Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kelurahan Bontomanai 
4) Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Desa Mata Allo dan Desa  
       Sokkolia  
Menurut posisinya yang dekat dengan garis khatulitiswa, iklim di Desa 
Pakatto memiliki iklim tropis dan dua musim, musim hujan yang biasanya terjadi 
pada bulan November-April, dan curah hujan tinggi pada bulan Desember-
Februari, dan musim panas pada bulan Mei-Oktober, dengan kekeringan terjadi 
pada bulan Agustus-September.  
Desa Pakatto memiliki morfologi dataran rendah, sekitar 25Mdpl, dengan 
sawah dan perkebunan lereng 0-100. Ini sangat mempengaruhi kegiatan kegiatan 






a. Kondisi Demografi  
Desa Pakatto terdiri dari 4 (Empat) Dusun, yaitu Pakatto Caddi, Parang 
Carammeng, Pakatto Lompo dan Lantebung yang memiliki penduduk sekitar 
1.427 Kepala Keluarga (KK) dengan perbandingan Laki-Laki berjumlah 2.690 
jiwa dan perempuan berjumlah 2.754 jiwa, dan total penduduk berjumlah 5.444 
jiwa. Jumlah ini sangat besar dan jika potensi ini diperkuat, itu adalah aset 
potensial Desa Pakatto. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 4.1 : Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 
No Dusun Laki-Laki Perempuan Total 
1.  Pakatto Caddi 1.035 1.010 2.045 
1.  Parang Carammeng 403 426 829 
2.  Pakatto Lompo 629 706 1.335 
3.  Lantebung 623 612 1.235 
      Jumlah 2.690 2.754 5.444 
Sumber: Hasil Sensus Penduduk Desa Pakatto 2015 
Berdasarkan populasi, pengelompokan usia mulai dari balita (0-5 Tahun) 
hingga usia pendidikan wajib dan non produktif. Usia produktif antara usai 15-45 
adalah usia yang memiliki potensi untuk mendukung kegiatan pembangunan di 
desa yang akan dijalankan. Namun, faktor usia seharusnya tidak hanya dibiarkan 
begitu saja, tetapi juga harus oleh didukung oleh bakat, kemauan, dan 
keterampilan yang dimiliki. 
Peluang dan kesempatan yang diberikan sehingga selalu bertanggung 
jawab dan berpartisipasi dengan membangun desa. Semangat kebersamaan dan 






menjadi acuan untuk berkarya. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk 
Desa Pakatto berdasarkan usia : 














0-3 107  53 59  57 
4-6 90  52  64  62 
7-12 197  98  153  151 
13-15 145  58  73  73 
16-22 290  110  192  163 
23-45 775  310  478  473 
46-60 302  91  206  159 
>61 139  57  110  97 
Jumlah 2.045  829  1.335  1.235 
Sumber : Desa Pakatto dalam 2015 
 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk terbanyak yang 
dimiliki adalah usia produktif yaitu 23-45 Tahun dengan jumlah jiwa 2.036, 
hampir 50% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Pakatto. Jika usia ini 
memiliki ilmu dan keterampilan yang memadai untuk mengelola sumber daya 
alam maka kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. 
Keadaan pemukiman teratur dan kurang padat, yaitu hanya sekitar 28% 
dari 319 Ha dari luas desa. Menurut jenisnya, rumah di desa ini terbagi atas rumah 
permanen dan non permanen. Jumlah yang menggunakan jembatan adalah sekitar 
70% dan sisanya membuang kotoran di selokan sungai dan di sembarang tempat. 
Sekitar 90% rumah yang memiliki halaman digunakan untuk tanaman obat 
keluarga, warung makan, menanam buah dan menanam tanaman hias. 
Transportasi di desa ini cukup lancar karena lokasinya dipotong oleh jalan 






umum dengan rute Pakatto-Sungguminasa setiap dua menit. Transportasi umum 
tersedia dari jam 05.00 pagi sampai 20.00 malam. Sebagian besar jalan beraspal 
dan sebagian lainnya berbatu. 
b. Alokasi Dana Desa 
Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa). Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mendistribusikan secara 
merata kapasitas keuangan antar desa untuk membiayai kebutuhan desa dalam 
konteks penyelenggaraan pemerintahan dan dan pengembangan layanan 
masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.  
Memberikan Alokasi Dana Desa adalah bentuk pemenuhan hak untuk 
otonomi desa, sehingga meningkatkan peran administrasi desa dengan 
meningkatkan peran pemerintah desa, serta keragaman, partisipasi, otonomi asli, 
demokrtisasi, pemberdayaan masyarakat dan dalam meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat serta  mempercepat pembangunan dan pertumbuhan 
wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. 
Berikut tabel jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto Kecamatan 








Tabel 4.3 Jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto Kecamatan 
Bontomarannu Kab. Gowa Tahun 2015-2019 











2015  1.013.088.189  12,45 306.528.000 30,26 
2016  1.293.244.474  15,89 602.595.700 46,60 
2017  1.564.079.037  19,21 876.570.724 56,04 
2018  1.925.124.503  23,65 1.131.517.720 57,78 
2019  2.344.919.791  28,80 1.497.110.075 63,84 
Sumber : Kantor Desa Pakatto, Tahun 2020 
Tabel 4.3 menjelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir presentase 
pertumbuhan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto dari tahun 2015 sampai tahun 
2019 mengalami peningkatan baik dalam peningkatan Alokasi Dana Desa yang 
diterima oleh Desa Pakatto maupun peningkatan Alokasi Dana Desa di Bidang 
Pembangunan Fisik Desa Pakatto. Dimana dapat dilihat pada tahun 2015 
presentase pertumbuhan Alokasi Dana Desa sebesar 12,45% dan Alokasi Dana 
Desa di Bidang Pembangunan sebesar 30,26%. Tahun 2016 meningkat sebesar  
15,89% dan Alokasi Dana Desa di Bidang Pembangunan sebesar 46,60%. Tahun 
2017 meningkat sebesar 19,21% dan Alokasi Dana Desa di Bidang Pembangunan 
sebesar 56,04%. Tahun 2018 meningkat sebesar  23,65% dan Alokasi Dana Desa 
di Bidang Pembangunan sebesar 57,78%. Dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 
28,80% dan Alokasi Dana Desa di Bidang Pembangunan sebesar 63,84%. Maka 











B. Hasil dan Pembahasan 
Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan pemerintah pusat dan 
daerah yang bertujuan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi 
Dana Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah  
tahun berjalan.46 
a. Deskripsi Responden 
Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Pakatto 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dan masyarakat desa dengan total 
responden sebanyak 30 orang. Data penelitian melalui wawancara langsung 
dengan responden, dimana peniliti langsung melakukan di Kantor Desa dan rumah 
responden, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang 
responden. Deskripsi responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, 
tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Ringkasan dari deskripsi responden 
dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Presentase (%) 
1 Laki-Laki 18 60 
2 Perempuan 12 40 
Total 30 100 
Sumber : Data diolah, 2020 
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Tabel 4.4 terlihat bahwa responden yang paling banyak dalam penelitian 
ini adalah responden Laki-laki yaitu sebanyak 18 orang dengan presentase 60% 
dari responden Perempuan yaitu 12 orang dengan presentase 40%. 
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Tingkat Usia 
No.  Tingkat Usia Jumlah (Orang) Presentase (%) 
1.  <30 Tahun 5 16,67 
2.  30-40 Tahun 7 23,33 
3.  41-50 Tahun 10 33,33 
4.  >50 Tahun 8 26,67 
Total 30 100 
Sumber : Data Diolah, 2020 
Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa berdasarkan usia penduduk Desa Pakatto 
yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini antara lain berusia 41-50 tahun 
sebanyak 10 orang (33,33%), kemudian responden dengan usia >50 tahun 
sebanyak 8 orang (26,67%), kemudian responden berusia 30-40 tahun sebanyak 7 
orang (23,33%), sedangkan sisanya usia responden dengan usia dibawah 30 tahun 
sebanyak 5 orang (16,67%). 
Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No.  Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Presentase (%) 
1.  Tidak Sekolah - - 
2.  SD 2 6,67 
3.  SMP 1 3,33 
4.  SMA/SMK 17 56,67 
5.  Diploma 1 3,33 
6.  S1 9 30 
Total 30 100 
Sumber : Data Diolah, 2020 
Berdasarkan tingkat pendidikan, yang paling banyak ikut berpartisipasi 
dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan SMA/SMK dengan jumlah 17 






kemudian SD dengan jumlah 2 orang atau sekitar 6,67, dan SMP dan Diploma 
dengan total masing-masing adalah 1 dan presentase 3,33%. 
b. Hasil Penelitian 
1. Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan 
Pembangunan Fisik di Desa Pakatto 
Alokasi Dana Desa sangat penting untuk membiayai pengembangan 
daerah tertinggal dalam sistem daerah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana 
Desa adalah untuk program fisik dan non-fisik yang berkaitan dengan indikator 
tingkat pembangunan desa, termasuk tingkat pendidikan, tingkat pendapatan 
masyarakat dan tingkat kesehatan.47 
Esensi pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kondisi dan taraf 
hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah desa adalah strategi pembangunan yang 
menjamin pembangunan yang adil, dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat, dan 
pertumbuhan ekonomi sangat tinggi dan stabilitas keamanan negara yang sehat 
dan dinamis tercapai. Sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, 
pemerintah desa berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam kerangka 
pembangunan nasional untuk memastikan kesejahteraan rakyat yang setara.48 
Sumber daya yang lemah menjadi salah satu faktor dalam menerapkan 
kebijakan yang tidak efektif dan tidak ditargetkan yang menyebabkan 
pembangunan tidak berpotensi dengan baik. Dapat dipahami bahwa tugas utama 
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manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri, sehingga penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDesa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program 
pembangunan desa.49 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Pakatto 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa adalah proses pengendalian, 
pengaturan, pengelolaan dan pengorganisasian anggaran dana desa untuk 
kebutuhan fisik dan nonfisik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hal ini 
dirancang untuk memastikan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Desa 
Pakatto berkembang secara merata dan sesuai dengan program pelaksanaan 
pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku. 
a) Tahap Perencanaan 
Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku tahap pertama yaitu kegiatan Musrembang dimana pada kegiatan ini 
dibentuk tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model 
partisipatif. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan 
terdiri atas Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), 
Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK). 
Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK), dan dibantu oleh 
lembaga kemasyarakatan di desa. 
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Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musrembang 
Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, 
tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang Desa bertujuan 
untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan 
rencana kegiatan pembangunan di Desa. Rencana kegiatan yang masuk dalam 
Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) merupakan gambaran harapan dan 
kebutuhan seluruh masyarakat desa. 
Hasil observasi dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa 
kegiatan Musrembang dalam tahap perencanaan di Desa Pakatto Kecamatan 
Bontomarannu Kabupaten Gowa tergolong kategori baik dalam hal kehadiran 
masyarakat serta penyampaian pendapat pada saat musrembang dilakukan. Lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.  
Tabel 4.7 Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa Pakatto dalam Kegiatan 
Musrembang 










Tidak Hadir 4 13,33 
Total 30 100 
Pokok 
Bahasan 




Tidak Tahu  4 13,33 















Tidak Tahu 4 13,33 




Ada  8 26,67 
Tidak Ada 21 70 
Tidak Tahu 1 3,33 
Total 30 100 
Sumber : Data Diolah dari Kantor Desa Pakatto, 2020 
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan Musrembang sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah masyarakat 
yang hadir dan menyampaikan keinginannya dalam Musrembang. Dari 30 
responden, 6 responden atau sekitar 20% yang menghadiri musrembang tetapi 
tidak menyampaikan aspirasinya, sebanyak 20 responden atau sekitar 66,67% 
yang hadir dan berpendapat dan 4 responden atau sekitar 13,33% tidak hadir.  
 Berikut hasil wawancara antara Kepala Desa Pakatto yaitu Bapak Basir 
dengan peneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
Musrembang   
 “Sebelum dilakukannya Musrembang terlebih dahulu dilakukan Musdus 
(Musyawarah Dusun) di musdus ini sudah dilibatkan masyarakat. Para kepala 
dusun bersama tokoh masyarakat mengadakan rapat terkait pembangunan yang 
akan dilakukan setelah itu diadakan musdes (Musyawarah Desa) di musdes ini 
sudah dimasukkan aspirasi masyarakat selanjutnya musrembang (Musyawarah 
Rencana Pembangunan) di musrembang ini sudah ada rencana kegiatan tapi 
sesuai kesepakatan masyarakat apakah dia ingin mengganti atau tidak biasanya 
masyarakat akan berpendapat sampai mereka puas dengan hasil 






Selain itu, tabel 4.7 juga menunjukkan bahwa pemerintah cukup 
transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam proses 
perencanaan pembangunan desa. Dari 39 responden, sebanyak 23 responden atau 
sekitar 76,67% menyatakan bahwa dalam Musrembang yang dibahas terkait 
rencana kerja yang boleh dilakukan, 3 responden atau sekitar 10% menyatakan 
bahwa dalam Musrembang pemerintah hanya sekedar memberikan informasi 
terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan 4 responden atau 13,33% 
menyatakan bahwa ia tidak tahu terkait hal tersebut. Informasi ini seperti 
pernyataan salah satu Karang Taruna yaitu Saudara Abd. Malik yaitu : 
“Saya sebenarnya masih kurang tahu apa itu musrembang dan apa yang 
dibahas didalamnya. Memang pemerintah desa sudah transparansi terkait 
Alokasi Dana Desa yang dilihat baliho depan kantor desa tapi saya hanya 
melihat jumlah anggaran dan rencana kegiatan yang akan dilakukan sebenarnya 
kami masyarakat juga ingin menyampaikan aspirasi kami untuk pembangunan 
yang dilakukan karena pembangunan yang dilakukan ini juga untuk 
masyarakat.”(Wawancara 8 Juni 2020). 
 Terkait hal tersebut adapun wawancara peneliti dengan Kepala Dusun 
Pakatto Caddi yaitu Bapak Abdul Latif mengatakan bahwa : 
 “Memang benar apa kata Kepala Desa saat perencaan kegiatan ingin 
dilakukan Kepala Desa menyampaikan kepada seluruh Kepala Dusun untuk 
mengadakan rapat terkait rencana pembangunan tetapi kami hanya mengundang 






desa. Terkait aspirasi masyakarat biasanya kami memilih yang mana yang lebih 
diprioritaskan dulu yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.” 
(Wawancara 4 Juni 2020). 
Dalam tabel 4.7, terlihat bahwa dari 30 responden, sebanyak 26 responden 
atau sekitar 86,67% yang hadir sependapat bahwa ada Daftar Usulan Rencana 
Kegiatan (DURK) yang dihasilkan, sedangkan 4 responden atau sekitar 13,33% 
mengatakan bahwa mereka tidak tahu karena tidak menghadiri kegiatan 
Musrembang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan 
pembangunan fisik di Desa Pakatto. 
Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa rencana kegiatan Alokasi 
Dana Desa yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dapat 
terselesaikan dengan baik namun dengan mementingkan skala prioritas warga dan 
dampak yang langsung diterima oleh masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
tahap perencanaan efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto sudah tergolong 
baik, terlihat dari prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa 
Pakatto adalah masyarakat dengan mempertimbangkan kepetingan umum serta 
penerima maanfaat dalam pembangunan, agar tepat guna.  
b) Tahap Pelaksanaan 
Pelaksanaaan kegiatan efektivitas Alokasi Dana Desa, dengan anggaran 
Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto sebesar Rp. 2.344.919.791,00 (dua milyar tiga 
ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus 






Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana 
Desa setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan 
70% (tujuh puluh perseratus) Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi secara merata 
kepada seluruh desa atau sebagai alokasi dasar dan 30% (tiga puluh perseratus) 
Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi secara berkeadilan kepada masing-masing Desa 
atau sebagai alokasi formula yang dihitung dengan memperlihatkan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di 
Kabupaten Gowa. 
Adapun terkait efektivitas Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan 
pembangunan fisik di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa 
dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut : 
Tabel 4.8 Alokasi Penggunaan Anggaran Tahun 2019 
Bidang 
Kegiatan 


































































Total 1.497.110.075 100 
Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima 
oleh Desa Pakatto adalah sebesar Rp. 1.497.110.075 (Satu milyar empat ratus 
sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh puluh lima rupiah), dimana 
pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Pakatto 
diperuntukkan untuk pembangunan desa dengan jenis kegiatan yaitu, 
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal milik desa dengan 
anggaran sebesar Rp 19.200.000 atau sekitar 1,28%, Penyelenggaraan posyandu 
dengan anggaran sebesar Rp 31.612.544 atau sekitar 2,11%, Penyuluhan dan 
Pelatihan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 2.800.000 atau sekitar 0,19%, 






atau sekitar 16%, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan jalan 
Lingkungan Pemukiman dengan anggaran sebesar Rp. 615.939.000 atau sekitar  
41,14%, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa 
dengan anggaran Rp. 5.046.000 atau sekitar 0,34%, Pemeliharaan Sumber Air 
Bersih Milik Desa  dengan anggaran sebesar Rp. 87.928.431 atau sekitar 5,87%, 
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum, 
dll dengan anggaran Rp. 56.000.000 atau sekitar 3,74% dan pen Pembangunan/ 
Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah dengan anggaran sebesar 
Rp. 439.050.000 atau sekitar 29,33%. 
Informasi yang diperoleh dari 30 responden tentang tahapan pelaksanaan 
Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 
masyarakat pada setiap tahapan Alokasi Dana Desa sudah baik, baik dalam bentuk 
tenaga maupun materi sebagai penunjang kegiatan pembangunan desa. Hal ini 
terlihat dalam proses kegiatan di Desa Pakatto dimana masyarakat saling 
bekerjasama dalam proses pembangunan seperti Padat Karya Tunai (PKT). 
Informasi dari 30 responden menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai 
bentuk dukungan kegiatan pembangunan. Sebagaimana  yang dikemukakan oleh 
Kepala Desa Pakatto yaitu Bapak Basir bahwa : 
“Alhamdulillah kalau partisipasi masyarakat di desa ini sudah sangat 
mendukung proses pembangunan karena kami selalu melibatkan masyarakat. 
Apabila dilakukan kegiatan pembangunan seperti penyirtuan umpamanya di 






masyarakat dengan semangat membantu pemerintah desa dalam kegiatan 
pembangunan ini.”(Wawancara 4 Juni 2020). 
Adapun pernyataan anggota masyarakat yaitu Ibu Megawati S.Pd terkait 
pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa pakatto : 
“Pembangunan disini masih kurang merata. Pemerintah desa hanya 
melakukan kegiatan pembangunan di dusun yang menjadi tempat kemenangannya 
waktu pemilihan desa. Dapat dilihat di lorong kami jalanannya kurang bagus 
padahal jalan ini sering dilalui warga. Sedangkan di dusun sebelah sudah 
teraspal semua tapi kurang disitu daerah yang kurang pemukiman.” (Wawancara 
9 Juni 2020). 
Sementara itu, menurut ketua BPD yaitu Bapak Yusuf Dg. Bantang yang 
juga berpendapat terkait belum efektifnya pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa 
menyatakan bahwa : 
“Kegiatan pembangunan desa  yaitu salah satunya pembangunan rabat 
beton, paving blok dan irigasi sebenarnya sudah cukup baik. Namun, hal ini tidak 
efektif karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.  
Masyarakat tidak tahu tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi  
langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa” 
 (Wawancara 5 Juni 2020). 
Melihat berbagai permasalahan diatas, meski semua rencana yang disusun 






Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Pakatto 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dapat dikatakan kurang efektif. 
c) Tahap Pertanggung Jawaban 
Dalam tahapan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di Desa Pakatto 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam Penyelesaian penyusunan 
pertanggung jawaban efektivitas Alokasi Dana Desa dapat dikatakan sudah baik, 
dikarenakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh aparatur 
pemerintah desa, dan BPD serta ketepatan waktu penyelesaian LPJ. 
Tabel 4.9 Penilaian Tahapan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa 

















Tidak Tahu 4 13,33 
Total 30 100 
Kualitas LPJ Baik 26 86,67 
Tidak Tahu  4 13,33 





Ada  7 23,33 
Tidak Ada  21 70 
Tidak Tahu 2 6,67 
Total 30 100 
Sumber : Data diolah, 2020 
Tabel 4.9 menunjukkan dari 30 responden, sebanyak 26 responden atau 






oleh pemerintah desa bersama BPD, sedangkan 4 responden atau sekitar 13,33% 
menyatakan tidak tahu siapa yang menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Desa 
Pakatto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban 
Desa Pakatto disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan.  
Tabel 4.9 juga menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Desa 
Pakatto sudah baik, hal ini terlihat dari 30 responden, sebanyak 26 responden atau 
86,67% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat dapat 
diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang disusun oleh 
pemerintah Desa Pakatto digunakan sebagai percontohan bagi seluruh desa yang 
ada di Kecamatan Bontomarannu. 
Hal ini berdasarakan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Pakatto 
yaitu Ibu Rosmala Dewi, SE yang menyatakan bahwa: 
“LPJ ini disusun oleh Bendahara Desa dan Sekretaris desa yang 
berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD. Untuk LPJnya sudah terselesaikan 
dengan baik, tepat waktu dan sudah terlaporkan dipusat. Desa Pakatto ini juga 
dijadikan sebagai percontohan dalam penyusunan LPJ untuk setiap desa yang 
ada di Kecamatan Bontomarannu.”(Wawancara 4 Juni 2020) 
Pendapat yang sama kemukakan oleh Sekretaris Desa Pakatto yaitu Ibu 






“Dalam Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban anggaran Dana 
Desa ini menurut saya sudah sangat bagus. Desa pakatto selalu tepat waktu 
dalam mengumpulkan laporan ke Kabupaten dan Desa ini juga dijadikan contoh 
untuk desa-desa lain dalam membuat LPJ.”(Wawancara 4 Juni 2020) 
Salah satu prinsip dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa adalah 
semua kegiatan harus dievaluasi bersama masyarakat. Artinya, dalam tahap 
Pertanggung Jawaban, pemerintah desa harus bertanggung jawab tidak hanya 
kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, tetapi juga memberikan 
informasi kepada masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik yang 
dilakukan di desa. 
Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pakatto 
tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa 
bersama masyarakat Desa Pakatto. Dari 30 responden, hanya 7 responden atau 
sekitar 23,33% yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama 
masyarakat Desa Pakatto dan sebanyak 21 Responden atau sekitar 70% 
mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama 
masyarakat, dan 2 responden atau sekitar 6,67% lainnya mengatakan tidak 
mengetahui apakah pemerintah desa sudah melakukan evaluasi kegiatan yang 
sudah berjalan atau tidak. 
Adapun pernyataan yang salah satu Tokoh Masyarakat yaitu Bapak 






“Pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi hasil pembangunan 
sehingga kita masyarak tidak tahu apakah ada kendala yang terjadi dalam proses 
pembangunan atau tidak, selesai musrembang kami hanya melihat pembangunan 
mana saja yang di ACC oleh pemerintah desa.”(Wawancara 8 Juni 2020). 
Berdasarkan penjelasan diatas, walaupun secara administrasi tahapan 
pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Pakatto dapat diselesaikan dengan 
baik. Namun, pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama 
masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa tahapan pertanggung jawaban yang 
dijalankan oleh pemerintah Desa Pakatto belum efektif. 
2. Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa 
di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa 
Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Desa Pakatto dalam 
mengalokasikan Dana Desa dalam rangka pembangunan fisik dapat diidentifikasi 
melalui hasil diskusi langsung dengan pemerintah Desa Pakatto sebagai lembaga 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, hingga 
tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam rangka 
peningkatan pembangunan fisik di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu 
Kabupaten Gowa. 
Baik pemerintah Desa Pakatto maupun masyarakat desa mengidentifikasi 
berbagai faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan 







a. Pencairan Dana Desa  
Dalam proses pelaksanaan yang baik dan sesuai dengan tujuan 
pelaksanaan, dana (anggaran) adalah salah satu hal yang terpenting dalam proses 
pelaksanaan dikarenakan dana adalah alat untuk pembiayaan pelaksanaan baik 
pembangunan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintah desa. 
Oleh karena itu masalah keterlambatan dana sangat berpengaruh besar 
dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, seperti 
hasil wawancara dengan Kepala Desa Pakatto Bapak Basir mengenai 
keterlambatan dana Alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah ke Desa Pakatto 
sebagai berikut: 
“Yang menghambat kegiatan pembangunan ini sebenarnya keterlambatan 
pencairan Dana Desa dari Kabupaten ke Desa sehingga kami juga terkendala 
dalam pelaksanaan kegiatan.” (Wawancara 4 Juni 2020). 
Dari hasil penelitian diatas bahwa keterlambatan dana yang diberikan 
pemerintah daerah kepada Desa Pakatto menjadi penghambat dalam 
pengalokasian dan pelaksanaan alokasi dana desa sehingga mengakibatkan proses 
pengerjaan yang telah direncanakan menjadi terhambat. 
b. Sumber Daya Manusia 
Keberhasilan suatu rencana tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang baik dan memiliki kemampuan dalam mengelola Alokasi 
Dana Desa, karena SDM memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan dan 






Pakatto ini yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Pakatto yaitu 
Bapak Basir yang menyatakan bahwa : 
“Kurangnya Sumber Daya Manusia di Desa Pakatto ini juga menjadi 
penghambat bagi kami dalam melakukan kegiatan khususnya pemberdayaan 
masyarakat. Desa Pakatto sangat membutuhkan peningkatan Sumber Daya 
Manusia di desa.” (Wawancara 4 Juni 2020). 
Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua 
LPM Desa Pakatto, Bapak Jalil Dg. Tompo yang menyatakan : 
“Masih Rendahnya Pendidikan masyarakat di Desa Pakatto ini yang 
menyebabkan kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Banyak orangtua yang 
bisa dikatakan mampu tapi hanya menyekolahkan anaknya sampai SMA dengan 
alasan sudah bisa kerja di pabrik.”(Wawancara 5 Juni 2020). 
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, faktor yang 
menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto adalah pencairan 
dana desa yang lambat dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang disebabkan 
rendahnya pendidikan masyarakat sehingga Alokasi Dana Desa kurang efektif 











1. Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan 
Pembangunan Fisik di Desa Pakatto 
Mengenai proses Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto, 
Pemerintah Desa Pakatto pertama-tama membentuk tim kerja pelaksana 
pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung 
Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penangguna Jawab 
Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Bendahara Desa selaku Kepala Urusan 
Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. 
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan 
Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Pakatto 
kurang efektif meskipun dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang 
melibatkan tokoh masyarakat, tetapi masih ada aspirasi atau pendapat masyarakat 
tidak direspon oleh pemerintah desa. Namun, perencanaan pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Pakatto telah berjalan dengan 
baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya 
dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di 
Desa Pakatto yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga 
adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran 
dan tenaga sehingga proses perecanaan tersebut dapat berjalan. 
Selain itu, terlihat dalam proses tahapan perencanaan yang dilaksanakan 






masyarakat telah meningkat, namun keseluruhan pendapat tersebut tidak 
dilaksanakan dikarenakan pemerintah desa memiliki skala prioritas masyarakat.  
Pendapat diatas senada dengan hasil penelitian Yohanes V.A (2018) yang 
berjudul Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pelaksanaan 
Pembangunan Desa. Dimana penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah desa 
bersama masyarakat membuat rencana dalam Musrembang untuk mencari 
kesepakatan hasil yang menjadi sasaran atau prioritas dari masyarakat itu sendiri 
terkait apa yang akan dibangun nantinya. 
Pelaksanaaan kegiatan efektifitas Alokasi Dana Desa, dengan anggaran 
Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto sebesar Rp. 2.344.919.791,00 (dua milyar tiga 
ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus 
sembilan puluh satu rupiah). Dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa 
oleh Pemerintah Desa Pakatto diperuntukkan untuk pembangunan desa dengan 
jenis kegiatan yaitu, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal 
milik desa dengan anggaran sebesar Rp 19.200.000 atau sekitar 1,28%, 
Penyelenggaraan posyandu dengan anggaran sebesar Rp 31.612.544 atau sekitar 
2,11%, Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 
2.800.000 atau sekitar 0,19%, Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa dengan 
anggaran sebesar Rp. 239.534.100 atau sekitar 16%, Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatan/ Pengerasan jalan Lingkungan Pemukiman dengan anggaran sebesar 
Rp. 615.939.000 atau sekitar 41,14%, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan 






0,34%, Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa  dengan anggaran sebesar 
Rp. 87.928.431 atau sekitar 5,87%, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan 
Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum, dll dengan anggaran Rp. 56.000.000 atau 
sekitar 3,74% dan pen Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas 
Pengelolaan Sampah dengan anggaran sebesar Rp 439.050.000 atau sekitar 
29,33%  sudah baik. Namun, hal ini belum efektif karena tidak ada pengawasan 
yang dilakukan oleh masyarakat. 
Dalam tahapan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di Desa Pakatto 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam Penyelesaian penyusunan 
pertanggung jawaban efektivitas Alokasi Dana Desa dapat dikatakan sudah baik, 
dikarenakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh aparatur 
pemerintah desa, dan BPD serta ketepatan waktu penyelesaian LPJ. Namun belum 
efektif karena masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi terkait pembangunan 
yang dilakukan di desa. 
Pendapat diatas senada dengan hasil penelitian Yulius F.N.N (2019) yang 
berjudul Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan 
Pembangunan Desa di Desa Fafai Distrik Demba Kabupaten Waropen Tahun 








2. Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Alokasi Dana 
Desa di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten 
Gowa 
Adapun faktor-faktor yang menghambat efektivitas Alokasi Dana Desa di 
Desa Pakatto adalah : 
a. Pencairan Dana Desa 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, faktor 
penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto yaitu 
keterlambatan dana yang diberikan pemerintah daerah kepada Desa Pakatto 
mengakibatkan proses pengerjaan yang telah direncanakan menjadi terhambat. 
b. Sumber Daya Manusia 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, faktor 
penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto adalah 
sumber daya manusia, hal ini terjadi karena masih rendahnya pendidikan 
masyarakat membuat Kurang efektifnya pengalokasian Dana Desa dalam 
memberdayakan masyarakat yang ada di desa. 
Faktor-faktor penghambat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Abu Rahum (2015) dengan judul penelitian Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan 
Long Ikis Kabupaten Paser. Dimana penelitian ini menjelaskan bahwa 
penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik 















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas 
Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kabupaten 
Gowa, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain: 
1. Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto, dalam proses pengelolaannya 
terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban. 
a. Tahapan perencanaan 
Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto sudah dikatakan efektif, dimana 
dalam kegiatan musrembangdes tingkat partisipasi masyarakat dan 
tingkat penyampaian pendapat telah meningkat. 
b. Tahapan pelaksanaan 
Berdasarakan hasil penelitian masih kurang efektif, karena belum 
adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan. 
c. Tahapan pertanggungjawaban 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto masih dikatakan 
belum efektif karena masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi 






3. Faktor-faktor yang menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam 
Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Pakatto yaitu : 
a. Pencairan Dana Desa 




Berdasarkan kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai Pemerintah Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten 
Gowa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari 
tahap perencanaan untuk meningkatkan kualitas tahapan perencanaan 
terutama aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. Kemudian pada 
tahap pelaksanaan perlu dilakukan sosialisasi oleh aparat Pemerintah Desa 
Pakatto kepada masyarakat terkait pengawasan pembangunan desa. 
Selanjutnya, proses pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah 
Desa Pakatto sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat pada setiap proses 
pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
2. Sebagai Pemerintah Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten 
Gowa perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses 
pembangunan yang dilakukan di desa. Kemudian Pemerintah Desa lebih 
tepat waktu dalam pengumpulan Rencana Kerja Pembangunan agar 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Informan: 
1. Kepala desa 
2. Sekretaris desa 
3. Bendahara desa 
4. Kasi Pembangunan 
5. Masyarakat 
Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat tentang bagaimana 
Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa 
Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Pertanyaan dibawah ini 
berkaitan dengan Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan 
Pembangunan Fisik di Desa Pakatto. 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Responden   : 
Jenis Kelamin   :1. Perempuan 2. Laki-Laki 
Umur     : 
Tingkat Pendidikan   : 1. SD 2. SLTP 3.SLTA 4. Diploma 5.S1 








1. Bagaiamana tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi dana desa di desa 
pakatto ? 
Informan : 
Sebelum dilakukannya Musrembang terlebih dahulu dilakukan Musdus 
(Musyawarah Dusun) di musdus ini sudah dilibatkan masyarakat. Para 
kepala dusun bersama tokoh masyarakat mengadakan rapat terkait 
pembangunan yang akan dilakukan setelah itu diadakan musdes 
(Musyawarah Desa) di musdes ini sudah dimasukkan aspirasi masyarakat 
selanjutnya musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di 
musrembang ini sudah ada rencana kegiatan tapi sesuai kesepakatan 
masyarakat apakah dia ingin mengganti atau tidak biasanya masyarakat 
akan berpendapat sampai mereka puas dengan hasil musrembang. 
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrembang ? 
Informan : 
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrembang cukup bagus. Apabila 
ada yang masih kurang puas terhadap usulan rencana dalam musdus peserta 
yang hadir akan memberikan masukan sampai mereka memperoleh 
kepuasan terhadap hasilnya. Yang mengajukan pertanyaan biasanya lebih 
dari 10 orang kami tidak membatasi pertanyaan atau usulan baru yang 




3. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada 
masyarakat terkait daftar usulan rencana kegiatan ? 
Informan : 
Saya sebenarnya masih kurang tahu apa itu musrembang dan apa yang 
dibahas didalamnya. Memang pemerintah desa sudah transparansi terkait 
Alokasi Dana Desa yang dilihat baliho depan kantor desa tapi saya hanya 
melihat jumlah anggaran dan rencana kegiatan yang akan dilakukan 
sebenarnya kami masyarakat juga ingin menyampaikan aspirasi kami untuk 




1. Apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah efektif dalam 
meningkatkan pembangunan fisik di Desa Pakatto ? 
Informan : 
Kegiatan pembangunan desa yaitu salah satunya pembangunan rabat 
beton, paving blok dan irigasi sebenarnya sudah cukup baik.  
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan yang dilakukan di desa pakatto? 
Informan : 
Alhamdulillah kalau partisipasi masyarakat di desa ini sudah sangat 
mendukung proses pembangunan karena kami selalu melibatkan 
masyarakat. Apabila dilakukan kegiatan pembangunan seperti penyirtuan 
umpamanya di dusun Lantebung kami melibatkan warga yang ada didusun 
 
 
tersebut dan masyarakat dengan semangat membantu pemerintah desa 
dalam kegiatan pembangunan ini. 
3. Apakah pelaksanaan pembangunan desa ini sudah efektif ? 
Informan : 
Pelaksanaan pembangunan masih belum efektif karena tidak ada 
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat tidak tahu 
tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan 
pembangunan yang terjadi di desa. 
 
Tahap Pertanggung Jawaban  
1. Menurut anda, apakah pengelolaan ADD dalam bidang pembangunan 
sudah transparan ? 
Informan : 
Pemerintah desa sudah transparansi terkait Alokasi Dana Desa yang dilihat 
baliho depan kantor desa tapi saya hanya melihat jumlah anggaran dan 
rencana kegiatan yang akan dilakukan. 
2. Apakah evaluasi hasil pembangunan sudah dilakukan oleh pemerintah 
dengan masyarakat ? 
Informan : 
Pemerintah Desa tidak pernah melakukan evaluasi hasil pembangunan 
sehingga kita masyarak tidak tahu apakah ada kendala yang terjadi dalam 
proses pembangunan atau tidak, selesai musrembang kami hanya melihat 
pembangunan mana saja yang di ACC oleh pemerintah desa. 
 
 
3. Apakah  yang menjadi penghambat Pengalokasian Dana Desa dalam 
meningkatkan pembangunan fisik ? 
Informan : 
Yang menjadi penghambat pengalokasian Dana Desa dalam pembangunan 
fisik ini yaitu keterlambatan pencairan dana desa dan kurangnya kualitas 
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